BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.2. Kesimpulan

1.  Berdasarkan hasil identifikasi/pengukuran lapangan dapat diketahui
hasil sebagai berikut:

» Dimensi Badan Jalan ( 7 titik bahu balas dan 7 titik tinggi balas)
Bahu Balas
a.4 (empat) titik yang memenuhi spesifikasi kelas Jalan V
b. 3 (tiga) titik tidak memenuhi spesifikasi
Ketebalan Balas
a.2 (dua) titik memenuhi untuk kelas jalan V
b. 5 (lima) tidak memenuhi spesifikasi kelas jalan.
» Lebar Sepur (21 titik ukur)
a.17 (tujuh belas) memenuhi

b. 4 (empat) titik tidak memenuhi

» Beda Tinggi Rel (7 titik ukur)

a.1 (satu) tittk memenuhi

b. 6 (enam) titik tidak memenuhi
» Jarak Bantalan (35 Titik ukur)

a.3 (tiga) titik memenuhi

b.32 (tiga puluh dua) titil tidak memenuhi

2. Analisis kelayakan rencana revitalisasi Jalur Kereta Api antara Padang

- Pariaman sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil identifikasi dan pengukuran lapangan, kondisi
struktur dan komponen Jalur Kereta Api antara Padang-Pariaman
sebagian besar tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan perlu
dilakukan revitalisasi. Hal tersebut dikarenakan kelas jalan
Kereta Api saat ini sudah menerima beban maksimal sedangkan
idealnya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sudah

ditingkatkan menjadi Kelas jalan I;
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b. Hasil uji auto korelasi, secara keseluruhan variabel independen
dengan nilai signifikan 0.003 < 0.05 sehingga berpengaruh
terhadap keresahan masyarakat (KM). Sedangkan berdasarkan

hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:

1) Presepsi terhadap rencana (PR) 0,156 > 0,005 sehingga tidak
berpengaruh terhadap keresahan masyarakat;

2) Proses sosial (PS) 0.005 < 0.05 sehingga berpengaruh
terhadap keresahan masyarakat;

3) Nilai VIF 1.031 < 10 dan nilai toleransi mendekati 1

menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Untuk memperkuat identifikasi tersebut dapat dilihat pada
beberapa pertanyaan dalam kuisioner yaitu sebanyak 38%
masyarakat menilai rencana kegiatan revitalisasi jalur Kereta Api
antara Padang - Pariaman menimbulkan pertentangan pada
masyarakat. Sehingga berdasarkan hasil uji asumsi klasik,
terdapat potensi konflik sosial dan layak untuk dilakukan

penanganan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Kebutuhan biaya dalam rencana revitalisasi Jalur Kereta Api
antara Padang -Pariaman jika dihitung dengan asumsi/pendekatan
adalah sebesar Rp. 271.552.532.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh
Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga
Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk biaya konstruksi/ fisik, sedangkan
biaya sterilisasi lahan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat
adalah sebesar Rp. 66.466.047.500,- (Enam Puluh Enam Milyar
Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Puluh Tujuh Ribu
Lima Ratus Rupiah).

Upaya yang dapat dilakukan terkait dampak yang mungkin terjadi
adalah sebagai berikut:

a. Perubahan Kondisi Eksisting dapat dilakukan dengan
Penyesuaian eksisting sesuai dengan persyaratan atau spesifikasi

teknis sesuai dengan rekomendasi pada tabel 4.9;
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b. Kebutuhan Anggaran sesuai dengan hasil perhitungan
direkomendasikan agar dilakukan usulan kedalam Rencana

Kegiatan/Rencana Strategis;

c. Pelaksanaan Kegiatan direkomendasikan untuk melaksanakan
kegiatan Multi Years Contract (MYC) dikarenakan dengan
pertimbangan kegiatan sterilisasi yang berpotensi menimbulkan
pertentangan pada masyarakat membutuhkan waktu yang cukup
panjang, serta penetapan skema sterilisasi harus dengan

pertimbangan yang matang;

d. Potensi Konflik Sosial dapat diminimalisir dengan penerapan

berupa:

» Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terdampak;

» Penetapan biaya bongkar berdasarkan klasifikasi bangunan:

» Untuk bangunan fasilitas umum atau milik pemerintah
berhak diterima oleh camat atau kepala desa setempat;

» Segala  biaya yang timbul menjadi tanggung jawab
Divre/Daop masing-masing.

dan alternatif berikutnya adalah sebagai berikut:

» Kegiatan Non Strategis Nasional/Proyek Strategis;

» Menempati lahan negara dengan itikad baik (Kontrak sewa
dan pemanfaatan);

» Penyusunan dokumen penanganan konflik sosial;

A\

Tim terpadu menetapkan skema penyerahan uang santunan

» Pelaksanaan penyerahan uang kepada masyarakat diawasi
oleh instansi berwenang (Kepolisian, BPKP dll);

» Sumber dana APBN/APBD/Anggaran Perusahaan sesuai

dengan kebutuhan rencana pembangunan.
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5.2. Saran

2. Perlu dilakukan evaluasi terkait tata kelola, pemeliharaan dan
pemanfaatan aset Milik Negara sehingga dapat meminimalisir dampak

yang mungkin terjadi ketika akan memanfaatkan aset tersebut;

3. Selain meninjau aspek teknis, aspek finansial dan aspek sosial, masih
terdapat beberapa parameter lain untuk dapat menentukan laik atau
tidaknya operasional Kereta Api antara lain aspek sarana (kereta),
Fasilitas Operasi (Persinyalan) dan fasilitas pendukung lainnya,
sehingga karena keterbatasan, penulis mengharapkan untuk dapat

dilakukan pengembangan penelitian ini dilain kesempatan.
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